BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

a.

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit

Rumah Sakit merupakan Fasilitas pelayanan kesehatan perorangan secara
paripurna, meliputi upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.

Rumah Sakit pada mulanya didirikan dengan misi keagamaan dan sosial.
Sebagai suatu lembaga karitas, maka dikenal istilah *“ doktrin of charitable
community “, dimana Rumah Sakit tidak untuk mencari keuntungan melainkan
untuk tujuan kemanusiaan.Rumah Sakit sebagai lembaga yang komplek
dituntut untuk mengikuti perkembangan dengan segala konsekuensinya.
Perubahan berbagai faktor disekelilingnya, mempengaruhi tugas dan peran
Rumah Sakit, sehingga Rumah Sakit tidak semata — mata misi sosial saja tapi
sebagai unit sosio ekonomi juga.

Rumah Sakit sebenarnya bukanlah suatu badan hukum, sebab Rumah Sakit
merupakan suatu kegiatan yang dipimpin oleh direktur, sedangkan yang
merupakan badan hukum adalah pemilik Rumah Sakit yang bersangkutan
(pemerintah, yayasan, perkumpulan).Dalam hal pelayanan Rumah Sakit,
Perawatan Pengobatan terhadap pasien, Rumah Sakit bertanggung jawab atas

segala yang terjadi di dalamnya ( doktrin corporate liability ).
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d.

h.

Hubungan antara dokter dan pasien dapat berupa hubungan medis dan
hubungan yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang ilmu
kedokteran kepada orang awam yang dalam keadaan sakit.

Sedangkan hubungan hukum antara dokter dan pasien adalah berbentuk
perikatan ikhtiar yang bersumber dari perjanjian, yang di dalamnya masing —
masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Pasien adalah pihak penerima jasa
pelayanan kesehatan dan dokter adalah pemberi jasa pelayanan kesehatan
dengan prestasi untuk berbuat sesuatu yakni mengupayakan kesembuhan
pasien.

Kesembuhan pasien akan lebih banyak ditujukan pada dokter yang
merawatnya dibandingkan dengan jasa fasilitas Rumah Sakit yang diterima,
sedangkan pelampiasan ketidakpuasan apabila dokter melakukan wanprestasi
banyak tertuju pada institusi Rumah Sakit sebagai sub-ordinat. dibanding
dengan dokternya sendiri. Hal ini sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang
No.44 Tentang Rumah Sakit.Sehingga hubungan hukum ini berimplikasi pada
penetapan hak dan kewajiban masing — masing dalam hal ini dokter dan
Rumah Sakit.

Kelalaian adalah sikap kurang hati-hati menurut ukuran wajar untuk tidak
melakukan apa yang scorang dengan sikap hati-hati yang wajar akan
melakukan atau sebaliknya melakukan apa yang seorang dengan sikap hati-
hati yang wajar tidak akan melakukan dalam situasi tersebut

Terhadap segala kegagalan upaya kesehatan yang diakibatkan kelalaian atau
kesalahan tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya memberikan

pelayanan kesehatan, maka pasien atau keluarganya berhak atas ganti rugi
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berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang

Kesehatan dan pasal 1365, 1366, 1367 KUHPerdata..

. Asas Kemanfaatan

Nilai dasar keadilan sosial yang terkandung pada Pancasila merupakan dasar
yang terkait dalam pelayanan kesehatan yang paripurna. Asas Pancasila
merupakan landasan atau asas umum, hal ini dapat diketahui dari pengaturan
pelayanan kesehatan adalah terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi -
tingginya, bersumber dari hak dasar manusia yaitu hak atas kesehatan.
Menurut ajaran utilitarianisme dan teori utility, kemanfaatan merupakan satu—
satunya tujuan dari hukum, sehingga hukum yang baik adalah hukum yang
penerapan dan pelaksanaannya mengakibatkan kemanfaatan sebesar-besarnya
bagi sebanyak-banyaknya manusia.Jadi hukum yang bermanfaat adalah
hukum yang selalu ditaati oleh para anggota masyarakat dengan penuh
kerelaan tanpa perlu dipaksakan dengan sanksi karena memang masyarakat
merasakan manfaat dari kepatuhan tersebut.

Asas hukum ini dimengerti sebagai pikiran — pikiran dasar yang terdapat di
dalam dan di belakang sistem ( tata ) hukum, masing - masing dirumuskan
dalam aturan - aturan perundang — undangan dan putusan — putusan hakim,
yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan putusan — putusan individual
tersebut dipandang sebagai penjabarannya.Karena itu asas hukum adalah
dasar yang merupakan dasar pikiran atau ratio legis dari kaidah hukum.

Asas manfaat sebagai asas hukum dinyatakan secara eksplisit di dalam Pasal
2 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Asas

manfaat ini menurut penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Praktik Kedokteran
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harus memberikan manfaat yang sebesar — besarnya bagi kemanusiaan dalam
rangka mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

¢. Berdasarkan ajaran Utilitarianisme dan teori utility serta pengertian asas
kemanfaatan tersebut, maka dapat ditemukan beberapa unsur—unsur dari asas
manfaat ini,yang terdiri dari : unsur akibat dari suatu tindakan:unsur
pemuasan kepentingan umum; dan unsur perlindungan bagi para pihak
melalui kepastian hukum.sehingga upaya pelayanan kesehatan tersebut dapat
menyebabkan terpenuhinya asas manfaat bagi pasien.

3. Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Dikaitkan Dengan Asas
Kemanfaatan

a. Tujuan dari penyelenggaraan Rumah Sakit adalah untuk menciptakan
pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat pengguna jasa pelayanan
kesehatan, di mana fungsi sosial Rumah Sakit menjadi fungsi yang harus
diemban oleh semua Rumah Sakit dan mementingkan keselamatan pasien.

b. Hukum melalui Pasal 46 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009, menetapkan
adanya tanggung jawab hukum Rumah Sakit atas kelalaian yang dilakukan
tenaga kesehatan di Rumah Sakit, sehingga pihak penerima jasa pelayanan
kesehatan yang menderita kerugian akibat kelalaian dalam pelayanan
kesehatan mempunyai kepastian hukum dengan hanya perlu menggugat
Rumah Sakit, tanpa perlu tahu siapa yang berbuat kelalaian, konstruksi
pertanggungjawaban hukum ini dikenal sebagai vicarious liability.

c. Asas Kemanfaatan adalah konstruksi abstrak dari keadilan yang juga
memperhatikan kepastian hukum, di mana tujuan dari hukum adalah

memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak dengan
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unsur-unsur akibat dari suatu tindakan; unsur pemuasan kepentingan umum;
dan unsur perlindungan bagi para pihak melalui kepastian hukum.

Sehingga dapat dirumuskan jawaban sementara dari penelitian ini: juga
ditentukan tanggung jawab hukum Rumah Sakit, maka dipenuhi asas

kemanfaatan bagi pasien

B. SARAN

1.

(S

Agar Rumah Sakit secara berkala melakukan pemantauan dan pengawasan
terhadap kinerja dari tenaga kesehatan dan berani untuk memberikan sanksi
teguran sampai dengan pemberhentian bagi tenaga kesehatan yang bekerja di
bawah standar profesi, karena membiarkan kemungkinan terjadi kelalaian
yang dilakukan tenaga kesehatan yang di bawah standar profesi bukan hanya
merugikan pasien sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan juga Rumah
Sakit sendiri akan mendapatkan citra yang buruk di mata masyarakat .

Agar Rumah Sakit selalu memberikan informasi kepada pasien/keluarga
pasien sehingga pasien sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan dapat
membedakan antara kelalaian medik dan resiko medik, karena gugatan dari
pasien yang tidak mendasar dari pasien karena ketidaktahuannya, dapat
merugikan Rumah Sakit bukan saja dari segi materi juga imateriil, antara lain
berupa pencemaran nama baik Rumah Sakit, ketidakpercayaan masyarakat,
terkuras energi menghadapi gugatan pasien.

Agar pasien sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan menyadari posisi
Rumah Sakit yang mengemban tugas mulia berupaya menyehatkan
masyarakat dengan itikad baik, karena gangguan demi gangguan berupa

dengan mudahnya dilayangkan gugatan dan atau tuntutan terhadap Rumah
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Sakit dapat menyebabkan kinerja Rumah Sakit menjadi menurun dan
menyebabkan Rumah Sakit tidak dapat berfungsi maksimal.

Rumah Sakit melakukan Informed Consent dan Rekam Medik yang baik.
Agar Pasien mengerti mengenai haknya untuk menggugat Rumah Sakit
dimana gugatan pasien tersebut bertujuan untuk perbaikan kearah yang lebih
baik bagi Rumah Sakit tersebut, karena posisi pasien yang lemah dan tidak
tahu siapa yang digugat sehingga mendapatkan kemanfaatan yang besar dari
pasien.

Adanya beban insurance liability bagi Rumah Sakit agar tidak terjadi

kegoncangan bila terjadi tuntutan pada Rumah Sakit.
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